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Abstrak 
Cerita rakyat merupakan khazanah kebudayaan lokal yang diwariskan nenek 
moyang yang mengandung nilai-nilai pendidikan  sehingga dapat menjadi sarana 
internalisasi kesadaran multikultural sejak masa kanak-kanak.  Minat membaca dan 
memahami kembali kearifan yang terkandung dalam cerita rakyat perlu didorong 
kembali. Hal itu mengingat cerita rakyat merupakan wajah masa lalu bangsa ini. 
Cerita rakyat adalah penyambung lidah rakyat masa lalu dengan masa kini, yang 
tersebar secara lisan. Cerita rakyat juga mengandung wacana multikultural yang dapat 
dijadikan bahan refleksi kehidupan di masa sekarang. Multikultural meniscayakan 
beragam kebutuhan dan kepentingan di antara anggota masyarakat.  Pemilihan cerita 
rakyat Kalimantan berjudul ”Kutukan Raja Pulau Mintin” didasarkan pertimbangan 
bahwa Kalimantan merupakan pulau besar di Indonesia sehingga perlu mendapatkan 
perhatian serius sebab Kalimantan memiliki potensi keragaman budaya lebih besar. 
Beberapa daerah di Kalimantan berpotensi konflik, termasuk konflik etnis. Misalnya 
konflik berbau etnis antar Dayak dengan Madura, Melayu dengan Madura, Bugis 
dengan Tidung dan sebagainya. Kajian terhadap wacana multikultural dalam cerita 
rakyat Kalimantan ini menjadi pengayaan bahan pembelajaran multikultural di 
keluarga, sekolah maupun masyarakat.  
 
Kata Kunci: Multikulturalisme, Cerita Rakyat Kalimantan. 
 
PENDAHULUAN 
Penyediaan bahan bacaan 
berwawasan multikultural perlu 
mempertimbangkan kearifan lokal seperti 
cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan 
khazanah kebudayaan lokal yang diwariskan 
nenek moyang yang mengandung nilai-nilai 
pendidikan  sehingga dapat menjadi sarana 
internalisasi kesadaran multikultural sejak 
masa kanak-kanak.  Minat membaca dan 
memahami kembali kearifan yang 
terkandung dalam cerita rakyat perlu 
didorong kembali. Hal itu mengingat cerita 
rakyat merupakan wajah masa lalu bangsa 
ini. Cerita rakyat adalah penyambung lidah 
rakyat masa lalu dengan masa kini, yang 
tersebar secara lisan. 
Dalam pandangan Abrams (1976, via 
Teeuw, 1984: 50-51) sastra dianggap 
sebagai cermin masyarakat sekaligus 
bertugas memberi ajaran dan kenikmatan. 
Sastra juga diharapkan dapat menggerakkan 
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pembaca kepada kegiatan yang 
bertanggungjawab.  Cerita rakyat sebagai 
cermin masyarakat pada zamannya yang 
diharapkan dapat menjelaskan pemikiran, 
perasaan, dan cara masyarakat 
menyelesaikan berbagai persoalan hidup, 
termasuk mengelola keberagaman dalam 
kehidupan. Selain itu, cerita rakyat dapat 
mengungkapkan cara masyarakat zaman 
dulu menghadapi pergulatan keragaman 
budaya di tengah kehidupan sehari-hari. 
Cerita rakyat sekaligus dapat menghadirkan 
pelajaran berharga bagi generasi sekarang, 
tentang pentingnya kearifan bagi manusia 
berbudaya dalam menghadapi realitas 
multikultural.  
 Beragam cerita rakyat telah banyak 
diceritakan ulang, disusun dalam bentuk, 
dan juga diterbitkan dalam bentuk online, 
yang semua itu merupakan salah satu bentuk 
pendidikan yang penting bagi manusia. 
Cerita rakyat yang mengandung berbagai 
nilai pendidikan menunjukkan bahwa 
pendidikan berada pada ruang lingkup 
kebudayaan, bukan di ruang hampa 
(vakum). Sebagaimana dijelaskan Imam 
Barnadib (2002: 4), pendidikan pada 
hakekatnya adalah transfer dan tranformasi 
nilai dan norma kebudayaan, yang kemudian 
menjadi miliknya dan membentuk 
kepribadiannya. Emansipasi yang dilakukan 
manusia melalui pendidikan itu lantas 
menjadi upaya meningkatkan manusia dari 
makhluk biologis instingtif menuju arah 
manusia yang berbudaya dan akhirnya 
beruhani.  
 Dalam konteks pengajaran sastra, 
cerita rakyat sebagai bagian dari sastra anak 
dapat memberikan pendidikan secara khusus 
kepada anak-anak dengan cara memberi 
kesempatan kepada anak untuk berdialog 
dengan teks dan merancang imajinasi 
tentang kandungan makna cerita. Menarik 
untuk menyimak pandangan Sarumpaet 
(2002: 21) yang menyatakan bahwa cerita 
adalah bagian dari hidup. Tiada satupun 
manusia yang tidak menyangkutkan 
kehidupannya dengan cerita sebab cerita 
merupakan narasi pribadi setiap orang. 
Manusia menyukai dirinya menjadi bagian 
dari peristiwa, bagian dari cerita.  Penjelasan 
tersebut menegaskan bahwa cerita rakyat 
seharusnya tidak boleh terputus dari 
kehidupan masa kini. Sebagai warisan nenek 
moyang, cerita rakyat tidak semata 
“bercerita tentang kisah-kisah” tetapi 
menjadi produk budaya yang lahir dari 
pergulatan kehidupan nenek moyang di 
masa silam. Cerita rakyat tidak lahir dari 
ruang hampa, sebagaimana kehidupan itu 
sendiri merupakan proses yang menjadi, 
yang bertegursapa dengan ruang dan waktu. 
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Cerita rakyat bukan sekadar berkisah 
tentang peristiwa-peristiwa terjadinya 
tempat, kepahlawanan, dan sebagainya, 
tetapi “berusaha untuk bersuara tentang 
pemikiran, konflik, juga solusi-solusi 
kehidupan di masa lalu”. Sebagai warisan 
nenek moyang, cerita rakyat memiliki 
kelebihan yang tidak dimiliki produk 
kebudayaan dari luar negeri, yakni kearifan 
lokal. Dengan sendirinya, cerita rakyat 
sebenarnya bisa menjadi jalan bagi manusia 
untuk membedah cara berpikir 
pendahulunya tentang banyak hal dalam 
kehidupan, termasuk bagaimana mereka 
menata bangsa dan masyarakatnya. Hal itu 
dapat memberikan sumbangan nyata bagi 
kemungkinan munculnya solusi alternatif 
dalam mengatasi masalah bangsa, termasuk 
mengatasi masalah keberagaman bangsa 
Indonesia yang terus-menerus mengalami 
dinamika persoalan dan ancaman yang 
menggerus disintegrasi.   
Dalam situasi yang dinamis dalam 
pergulatan konflik dan keragaman, menarik 
untuk menyimak pandangan Kuntjaraningrat 
(1999: 384) tentang Indonesia sebagai 
bangsa multikultural, yakni Indonesia 
merupakan negara kepulauan berupa 
gugusan yang terpanjang dan terbesar di 
dunia, yang diisi oleh beragam suku bangsa 
dan golongan. Setiap suku, golongan dan 
agama memiliki ciri kebudayaan yang khas, 
baik bahasa, perilaku sehari-hari, juga 
upacara keagamaan yang diselenggarakan. 
Hubungan suku bangsa dan golongan ini 
masih terjalin baik, namun tetap menyimpan 
potensi konflik terpendam yang diakibatkan 
ketegangan antar suku bangsa dan golongan, 
serta agama.  
 Van Klinken (2003: 93-94) 
melaporkan hasil-hasil penelitian bahwa 
Indonesia pernah dilanda konflik di Poso 
(1998-2001), konflik di Ambon, Maluku 
Selatan (1999-2002), kerusuhan anti Madura  
(1999-2001), kerusuhan anti Madura (1997), 
konflik di Maluku Utara (1999-2001), 
konflik di Kalimantan Tengah (2001). Hal 
itu belum termasuk berbagai konflik dan 
kerusuhan di Aceh, Nusa Tenggara Barat, 
Papua, Jawa Timur, dan daerah lain yang 
berlatarbelakang berbagai macam persoalan 
dan kepentingan.  
 Konflik-konflik yang terjadi itu bila 
tidak segera dicarikan solusi dapat menjadi 
duri dalam daging bagi perjalanan 
kebangsaan Indonesia. Dalam pandangan 
Krahe (2005: 208-210), persoalan agresi 
terhadap target person dapat memotivasi 
tindakan agresif dari terhadap kelompok 
lain. Tindak kekerasan etnis berpotensi 
memicu besarnya proporsi tindak kejahatan 
yang dimotivasi bias terhadap kelompok 
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sosial tertentu (hate crimes).  Brown (2005: 
256) menyatakan sikap dan perilaku 
antarkelompok cenderung merefleksikan 
kepentingan kelompok. Ketika satu 
kelompok memperoleh sesuatu dengan 
mengorbankan kelompok lain, maka respons 
psikologis-sosialnya cenderung negatif 
yakni munculnya prasangka, penilaian 
terbias, dan perilaku bermusuhan. Senada 
itu, Pruitt dan Rubin (2004: 9-10) juga 
menjelaskan konflik dipicu persepsi tentang 
perbedaan kepentingan bahwa aspirasi 
pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat 
dicapai secara simultan.  
Beragam konflik yang terjadi 
menunjukkan kemungkinan terdapat banyak 
anggota masyarakat dan pemerintah kurang 
memahami kenyataan masyarakat 
multikultural di Indonesia. Realitas 
multikultural meniscayakan beragam 
kebutuhan dan kepentingan di antara 
anggota masyarakat. Bila tidak dikelola, 
maka beragam latarbelakang kebutuhan 
tersebut dapat memicu konflik akut. Selain 
mengancam disintegrasi Indonesia sebagai 
bangsa, konflik sosial juga mengancam 
hancurnya sendi kebudayaan masyarakat 
yang sudah dirintis dan dibangun nenek 
moyang berupa kehidupan yang dapat 
menghargai adanya keragaman budaya di 
Indonesia.  Menimbang kondisi obyektif 
tersebut, selayaknya semua pihak berperan 
menjaga agar keragaman memberikan 
sumbangan positif bagi perjalanan 
Indonesia. Upaya membangun kesadaran 
pentingnya menghargai realitas 
multikultural  harus terus dilakukan, 
termasuk melalui pendidikan. Pendidikan 
merupakan jalan alternatif yang membuat 
masyarakat cerdas, dan mampu memahami 
bagaimana mereka bergulat di tengah 
masyarakat multikultural.  
Penjelasan Rex (dalam Liliweri 
2005: 58) bahwa masyarakat multikultural 
ideal menunjukkan keseimbangan peluang 
yang merupakan prinsip dasar demokrasi. 
Masyarakat disatukan dalam isu privat dan 
publik sekaligus; merangkul perbedaan dan 
keberagaman masalah privat dan komunal 
seperti kehidupan domestik, agama, dan 
moralitas. O’Connor (dalam Liliweri, 2005: 
60) menggambarkan kehadiran sekelompok 
orang dari beragam ras dan etnik minoritas 
yang mendefinisikan diri secara berbeda 
dengan orang lain dalam kehidupan sehari-
hari. Secara ideologis, konsep multikultural 
terdiri atas seperangkat gagasan yang relatif 
memiliki hubungan dengan gagasan yang 
membentuk struktur kebudayaan orang 
Kanada yang warna-warni.  
Seperti dijelaskan Kuntjaraningrat 
(1999: 384), Indonesia memiliki beragam 
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suku bangsa dan golongan. Setiap suku, 
golongan dan agama memiliki ciri 
kebudayaan yang khas, baik bahasa, 
perilaku sehari-hari, dan upacara keagamaan 
yang diselenggarakan. Hubungan suku 
bangsa dan golongan ini masih terjalin baik, 
namun tetap menyimpan potensi konflik 
terpendam yang diakibatkan ketegangan 
antar suku bangsa dan golongan, serta 
agama. 
Penjelasan tentang latarbelakang 
kebudayaan tersebut menggambarkan bahwa 
masyarakt Indonesia tidak dapat mengelak 
dengan apa yang disebut dan dimaksud 
sebagai keberagaman, karena manusia 
Indonesia tidak mampu menolak identitas 
ganda yang dimiliki. Identitas ganda itu 
terbentuk melalui keunikan dan 
kompleksitas akibat interaksi dari ras, suku, 
kelas sosial, gender, bahasa, agama, 
orientasi seksual, hingga kemampuan 
personal. Atas dasar keberagaman budaya 
itu manusia Indonesia menjalani kehidupan 
bersama dan membentuk suatu masyarakat 
yang disebut masyarakat multikultur. 
Keragaman ada di belakang depan, 
belakang, dan samping individu. Hal ini 
mendorong masyarakat untuk segera 
berpaling dari keyakinan yang berlebihan 
atas adanya masyarakat homogen ke arah 
masyarakat heterogen. 
Masyarakat multikultur, seperti 
dijelaskan Liliweri (2005: 62),  merupakan 
masyarakat yang struktur penduduknya 
terdiri dari beragam etnik, dan keragaman 
itu menjadi sumber keragaman kebudayaan 
atau subkultur dari masing-masing etnik, 
sehingga melahirkan suatu masyarakat yang 
disebut masyarakat multikultur. Damapk 
dari situasi tersebut ialah manusia Indonesia 
ternyata berdiam di tengah masyarakat yang 
“plural” atau majemuk karena kebudayaan 
yang beraneka ragam. Sementara setiap 
individu dan kelompok mempunyai 
kebutuhan. Jika masyarakat terdiri dari 
beragam kelompok, termasuk kelompok 
etnik dan kelompok budaya, maka setiap 
masyarakat mempunyai beragam kebutuhan. 
Dalam perkembangannya, sadar atau tidak 
sadar, terjadi interaksi antarkelompok etnik 
untuk bersama-sama atau bekerjasama 
berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Hal 
ini yang melatarbelakangi lahirnya konsep 
pluralism di tengah kehidupan masyarakat 
multikultural. 
Pandangan tentang keragaman 
etnisitas merupakan pengakuan terhadap 
kesetaraan sosial dan budaya antara beragam 
kelompok etnik yang ada dalam suatu 
masyarakat. Ia dapat dianggap sebagai 
pandangan yang mengatakan bahwa semua 
kebudayaan manusia harus dihargai dan 
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diperhatikan. Tidak ada satu kebudayaan 
atau masyarakat yang superior terhadap 
kebudayaan atau masyarakat yang lain; 
bahwa setiap kebudayaan memiliki 
kontribusi tertentu terhadap proses 
memanusiakan orang lain. Dalam 
kenyataannya, betapa sering kita 
menemukan ada kebudayaan atau 
seperangkat kebudayaan dari komunitas atau 
masyarakat tertentu yang tidak diketahui 
secara pasti. Pluralisme mengklaim bahwa 
dalam masyarakat di mana mereka hidup 
bersama, tidak ada kebudayaan yang tidak 
setara. Karena itu, setiap kebudayaan harus 
diakui, dihargai secara sosial oleh penduduk 
yang beragam.  
Selaras dengan pandangan tersebut, 
Suzuki (dalam Liliweri, 2005: 66) 
menyatakan secara teoritis pluralisme 
budaya merupakan sebuah konsep yang 
menerangkan ideologi kesetaraan kekusaan 
dalam suatu masyarakat multikultur, di 
mana kekuasaan “dibagi secara merata” di 
antara kelompok etnik yang bervariasi 
sehingga mampu mendorong pengaruh 
timbal-balik di antara mereka. Dalam 
masyarakat multikultur itu  kelompok etnik 
dapat menikmati hak mereka yang sama dan 
seimbang, dapat memelihara dan melindungi 
diri mereka sendiri, karena mereka 
menjalani tradisi kebudayaannya. Situasi 
dan kondisi serupa itu dapat juga dilihat dari 
wacana multikulturalisme yang terkandung 
dalam cerita rakyat Indonesia, termasuk 
Kalimantan.   
Di zaman nenek moyang, cerita 
rakyat beredar di kalangan masyarakat dari 
mulut ke mulut (tutur tinular). Saat itu orang 
bercerita melalui tradisi lisan, belum 
terbangun tradisi tulis. Saat ini, cerita rakyat 
pun banyak dikisahkan oleh orang tua dan 
guru kepada anak-anak melalui lisan 
(wicara), misalnya dongeng menjelang tidur 
atau di kelas. Sementara, kini tradisi tulis 
semakin berkembang seiring dengan kian 
canggihnya mesin percetakan, juga 
perkembangan komputer yang seakan bagi 
beberapa orang kian sulit diikuti. Pada masa 
sekarang, cerita rakyat pun telah diterbitkan 
dalam bentuk blog, website, dan juga 
aplikasi cerita rakyat.  
Nurgiyantoro (2005: 163) 
menengarai, cerita rakyat sebagai bagian 
dari sastra tradisional tidak begitu jelas 
tahun kemunculan dan penciptaannya. Hal 
itu disebabkan pola pewarisan yang 
bertumpu kepada tradisi lisan, sehingga 
cerita rakyat lebih banyak bertahan secara 
alamiah dan antargenerasi secara turun-
temurun. Bila seorang anak dari keluarga 
yang tidak pernah memiliki tradisi 
mendongeng, atau tidak mendapatkannya 
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dari guru di kelas, mungkin ia tidak bakal 
pernah mendengar cerita rakyat tersebut. 
Tetapi, saat ini, banyak anak bisa mengakses 
cerita rakyat dari berbagai sumber, baik 
lisan maupun tertulis. Secara lisan mereka 
mendapatkannya dari dongeng, dan mereka 
pun memiliki kesempatan untuk 
membacanya secara langsung melalui buku 
atau bacaan lain yang berkisah tentang cerita 
rakyat.  
Dalam perspektif modern yang 
mengandalkan rasionalitas, cerita rakyat 
dianggap tidak atau kurang rasional. Namun, 
sebagai bagian dari kebudayaan, cerita 
rakyat lahir dan tumbuh berkembang 
sebagai proses kebudayaan masyarakat yang 
mencerminkan perasaan dan pemikiran 
leluhur dalam  memahami dan memaknai 
kehidupan dunia. Hal itu mengingat sastra 
dapat dipandang sebagai salah satu 
representasi kebudayaan masyarakat pada 
zamannya, cara pandang mereka terhadap 
kehidupan dan hidup itu sendiri, dan 
bagaimana interaksinya dengan lingkungan 
dapat dipahami sebagai representasi taraf 
kebudayaan waktu itu. Sejarah kehidupan 
manusia merupakan sebuah rangkaian yang 
sinambung. Kehidupan masyarakat sekarang 
pun didahului proses ke-ada-an dan kejadian 
sebelumnya. Segala sesuatu di dunia ini 
memiliki sejarah, dan sejarah masa lalu dari 
nenek moyang itulah yang menjadi akar 
peradaban dan kebudayaan nusantara di 
masa kini.  
Cerita rakyat sendiri dikenal 
memiliki beragam jenis, tetapi tidak terlalu 
jelas pemilahannya. Termasuk di dalamnya 
adalah mitos, legenda, fable, dan 
sebagainya. Banyak cerita rakyat itu 
berkembang di berbagai daerah di Indonesia, 
seperti cerita rakyat dari Jawa Timur, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sunda, 
Bugis, Bangka, Bali, bahkan lebih fokus 
kepada kota atau kabupaten, seperti cerita 
dari Lumajang, cerita dari Blitar, dan 
sebagainya. Hal itu menunjukkan, bahwa 
pada masa dulu beberapa daerah di 
Indonesia telah memiliki pola kebudayaan 
yang adiluhung, yakni tradisi bersastra 
melalui cerita rakyat.  
Bunanta (1998: 1-2) mencatat, 
banyak dilakukan penulisan dan penerbitan 
cerita rakyat, baik untuk keperluan cerita 
anak-anak, maupun untuk kepentingan 
dokumentasi dan inventarasisasi (proyek 
depdikbud), serta untuk kepentingan 
penelitian. Paling tidak, saat ini telah ada 
sekitar 1.065 judul cerita rakyat untuk anak. 
Penerbitan buku cerita rakyat itu paling 
banyak diterbitkan dalam waktu duapuluhan 
tahun belakangan.   
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Setidaknya ada enam tujuan 
penggunaan dari buku cerita rakyat tersebut, 
yakni 1) sebagai buku bacaan penghibur 
yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan 
daerah, 2) sebagai teks bacaan buku 
pelajaran bahasa Indonesia, 3) sebagai teks 
bacaan buku pelajaran bahasa belanda dan 
daerah, 4) sebagai teks bacaan buku 
pelajaran bahasa Inggris, 5) sebagai bacaan 
pendidikan yang berkaitan dengan budi 
pekerti, 6) sebagai bacaan pendidikan yang 
terkait dengan nilai moral pancasila.  
Pembukaan UUD 1945 menegaskan, 
tujuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan 
bangsa Indonesia adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Dalam konteks itu, 
pendidikan nasional menjadi penting sebagai 
garda depan membentuk masyarakat 
Indonesia yang berkarakter dan cerdas. 
Melalui pendidikan formal atau nonformal 
dapat diupayakan pembelajaran 
multikultural yang tepat. Hal itu diharapkan 
dapat menginternalisasi multikulturalisme 
sebagai kesadaran hidup masyarakat 
Indonesia. Keinginan mewujudkan harapan 
itu dapat dilakukan sejak anak-anak. 
Pembelajaran multikultural sejak anak-anak 
akan memberi pengalaman sejak dini 
tentang realitas multikultural masyarakat 
Indonesia dan dunia. Untuk mendukung 
upaya-upaya pembelajaran tersebut perlu 
disediakan bahan bacaan anak yang 
berwawasan multikultural.  
Isi buku sangat dipengaruhi oleh 
wacana yang diusung di dalam buku 
tersebut. Karena sifatnya yang samar dan 
simbolik, ideologi yang dikandung di 
dalamnya pun kerapkali disampaikan secara 
diskursif, yakni dikonfirmasikan melalui 
teks dan wicara (lisan). Van Dijk (1999: 06) 
mencontohkan perilaku ideologis wacana itu 
dapat ditemukan pada percakapan sehari-
hari, rapat dewan pengurus, wawancara 
kerja, kebijakan-kebijakan, peraturan-
peraturan, debat parlemen, propaganda 
politik, buku pelajaran, artikel ilmiah, film, 
program televisi, pemberitaan pers, dan 
karya sastra. 
Teks sebuah bacaan mengandung 
ideologi multikulturalisme, feminisme, 
sosialisme, kapitalisme, radikalisme, dan 
sebagainya berkembang biak melalui 
wacana yang disampaikan oleh pengarang 
dalam teks dan gambar dalam sebuah 
bacaan. Pelan dan pasti, bacaan yang sarat 
dengan pesan-pesan ideologis itu akan 
mencengkeram kesadaran pembacanya dan 
tumbuhberkembang sesuai dengan ideologi 
tersebut. Bila pembaca sebuah buku tidak 
memiliki tradisi kritis dan membiasakan 
dirinya berani berdialog dengan bacaan, 
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niscaya yang bersangkutan akan terus 
dikuasai oleh ideologi tersebut. 
Dapat dipahami bahwa bacaan 
sangat berpengaruh terhadap pola piker dan 
pola laku masyarakat. Bacaan pada akhirnya 
tidak semata-mata hiburan, tetapi juga 
membangun kontruksi tertentu bagi 
terbentuknya sebuah masyarakat. Bila 
bacaan yang berkembang di tengah 
masyarakat adalah bacaan yang hobi 
menyebar kekerasan dan kebencian antar 
anak bangsa, mengobarkan peperangan atas 
nama agama, menyulut kesumat dendam 
antar kelompok, maka dapat dimaklumi bila 
masyarakat setempat memiliki hobi 
kekerasan. Tawuran antar desa, perang 
antarsuku, konflik antaragama, dan 
sebagainya, adalah cermin masyarakat yang 
memiliki hobi kekerasan.  
Akhir-akhir ini, perbincangan dan 
kajian tentang kesadaran masyarakat 
multikultural menjadi penting untuk 
dilakukan kembali dengan melihat fakta 
bahwa kekerasan fisik (had violence) dan 
non fisik (soft violence) masih terus terjadi. 
Kekerasan dan konflik horisontal antara 
anggota masyarakat maupun konflik vertikal 
antara anggota masyarakat dengan 
pemerintah beberapa dipicu oleh isu SARA, 
seperti isu rasial China yang dialami 
Guberner Ahok dalam pemilihan gubernur 
DKI, isu rasial arab dalam kasus pilkada 
Jakarta, isu Agama dan antar golongan 
dalam berbagai pilkada dan sosial 
masyarakat, seperti Syiah, Ahmadiyah, dan 
sebagainya. Perbincangan kembali tentang 
semangat multikulturalisme sebagai sebuah 
keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan 
bermasyarakat di Indonesia dapat menjadi 
pintu untuk menegaskan jati diri NKRI yang 
tak dapat diganggu gugat. Langkah 
perbincangan tentang semangat 
multikulturalisme itu dapat pula dilakukan 
dengan cara mendekati kembali bacaan 
anak, seperti cerita anak tradisional, 
mengingat bacaan anak merupakan sumber 
informasi yang dikenal sejak dini. 
Sikap kritis dan apresiasi terhadap 
bacaan mutlak perlu dilakukan, baik secara 
personal maupun kolektif untuk banyak 
keperluan, termasuk memberi alternatif 
pemikiran bagi masyarakat guna memilih 
bacaan yang sehat dan menyehatkan pikiran 
dan jiwa. Dengan hasil kajian yang kritis 
terhadap bacaan, masyarakat memiliki 
kesempatan untuk menimbang, memilah dan 
memilih bacaan yang bisa menjadi madu, 
dan menghukum bacaan yang berpotensi 
menjadi racun bagi dirinya dengan cara 
tidak membeli dan tidak membacanya.  
Buku adalah gizi bagi jiwa, kata orang 
mesir.   
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Salah satu cerita rakyat Kalimantan 
berjudul ”Kutukan Raja Pulau Mintin” 
mengandung wacana multikulturalisme. 
Pemilihan cerita rakyat Kalimantan 
didasarkan pertimbangan penting yakni 
Kalimantan merupakan pulau besar 
dibandingkan beberapa pulau lain di 
Indonesia sehingga perlu mendapatkan 
perhatian serius. Sebagai pulau yang besar, 
Kalimantan memiliki potensi keragaman 
budaya yang lebih besar serta beberapa 
daerah di Kalimantan berpotensi konflik, 
termasuk konflik etnis. Misalnya beberapa 
kali meletus konflik berbau etnis terjadi 
antar Dayak dengan Madura, Melayu 
dengan Madura, Bugis dengan Tidung, dan 
sebagainya. Selain penduduk asli 
Kalimantan, dewasa ini mobilitas sosial 
migrasi penduduk dari daerah lain juga 
menuju ke Kalimantan, seperti dari Jawa, 
Sunda, Sulawesi, bahkan dari Papua dan 
Nusa Tenggara.  Dengan kajian terhadap 
multikulturalisme cerita rakyat Kalimantan, 
penelitian dapat menjadi pengayaan bahan 
ajar pembelajaran multikultural di keluarga, 
masyarakat dan sekolah.  
 
METODE PENELITIAN 
Sumber penelitian ini adalah cerita 
rakyat Kalimantan yang diterbitkan dalam 
bentuk buku dan online. Untuk mendapatkan 
hasil penelitian berkualitas, penelitian 
dilakukan dengan mengamati, 
mengkategorisasikan dan meneliti 
berdasarkan pengalaman empiris serta 
diskusi, serta membaca berulang-ulang, 
dilanjutkan dengan analisis. Data diperoleh 
dengan dua cara yakni penetapan unit 
analisis dan mengelompokkan data kasar 
menjadi satuan analisis berupa unit sintaksis, 
yaitu konteks kalimat sebagai unit terkecil 
dan  konteks paragraf sebagai unit terbesar, 
kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan 
data dan pencatatan.  Instrumen penelitian 
dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 
yang  melakukan seluruh aktivitas mulai 
perencanaan sampai laporan. 
    
PEMBAHASAN 
Kutukan Raja Pulau Mintin 
merupakan cerita rakyat tradisional dari 
Kalimantan Tengah. Sebagaimana 
termaktub dalam buku cerita rakyat Kutukan 
Raja Pulau Mintin, cerita tersebut 
mengisahkan bahwa pada zaman dahulu, 
terdapatlah sebuah kerajaan di Pulau Mintin 
daerah Kahayan Hilir. Kerajaan itu sangat 
terkenal akan kearifan rajanya. Akibatnya, 
kerajaan itu menjadi wilayah yang tenteram 
dan makmur. Suatu hari, permaisuri dari raja 
tersebut meninggal dunia. Sejak saat itu raja 
menjadi murung dan nampak selalu sedih. 
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Keadaan ini membuatnya tidak dapat lagi 
memerintah dengan baik. Pada saat yang 
sama, keadaan kesehatan raja inipun makin 
makin menurun. Guna menanggulangi 
situasi itu, raja berniat untuk pergi berlayar 
guna menghibur hatinya. Untuk melanjutkan 
pemerintahan maka raja itu menyerahkan 
tahtanya pada kedua anak kembarnya yang 
bernama Naga dan Buaya. Mereka pun 
menyanggupi keinginan sang raja. Sejak 
sepeninggal sang raja, kedua putranya 
tersebut memerintah kerajaan.  
Namun sayangnya muncul persoalan 
mendasar baru. Kedua putra raja tersebut 
memiliki watak yang berbeda. Naga 
mempunyai watak negatif seperti senang 
berfoya-foya, mabuk-mabukan dan berjudi. 
Sedangkan buaya memiliki watak positif 
seperti pemurah, ramah tamah, tidak boros 
dan suka menolong. Melihat tingkah laku si 
Naga yang selalu menghambur-hamburkan 
harta kerajaan, maka si Buaya pun marah. 
Karena tidak bisa dinasehati maka si Buaya 
memarahi si Naga.Tetapi rupaya naga ini 
tidak mau mendengar. Pertengkaran itu 
berlanjut dan berkembang menjadi 
perkelahian. Prajurit kerajaan menjadi 
terbagi dua, sebahagian memihak kepada 
Naga dan sebagian memihak pada Buaya. 
Perkelahian makin dahsyat sehingga 
memakan banyak korban. Dalam 
pelayarannya, Sang raja mempunyai firasat 
buruk.  
Ia pun mengubah haluan kapalnya 
untuk kembali ke kerajaanya. Betapa 
terkejutnya ia ketika menyaksikan bahwa 
putera kembarnya telah saling berperang. 
Dengan berang ia pun berkata,"kalian telah 
menyia-nyiakan kepercayaanku. Dengan 
peperangan ini kalian sudah 
menyengsarakan rakyat. Untuk itu terimalah 
hukumanku. Buaya jadilah engkau buaya 
yang sebenarnya dan hidup di air. Karena 
kesalahanmu yang sedikit, maka engkau 
akan menetap di daerah ini. Tugasmu adalah 
menjaga Pulau Mintin. Sedangkan engkau 
naga jadilah engkau naga yang sebenarnya. 
Karena kesalahanmu yang besar engkau 
akan tinggal di sepanjang Sungai Kapuas. 
Tugasmu adalah menjaga agar Sungai 
Kapuas tidak ditumbuhi Cendawan 
Bantilung." Setelah mengucapkan kutukan 
itu, tiba-tiba langit gelap dan petir 
menggelegar. Dalam sekejap kedua putranya 
telah berubah wujud. Satu menjadi buaya. 
Yang lainnya menjadi naga (Elbaar, 1982: 
44-45). 
Cerita tradisional Kutukan Raja 
Pulau Mintin mengandung 
multikulturalisme seperti toleransi.  
Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat 
sangat penting untuk terciptanya kehidupan 
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yang aman, damai, dan sejahtera. Bila hal 
tersebut tidak dilakukan akan terjadi 
masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan, 
seperti konflik sosial bahkan kerusuhan 
sosial. Terkadang hal apa yang kita anggap 
benar belum tentu orang lain berpendapat 
sama dngan apa yangkita pikirkan. Misalnya 
saja dalam cerita di atas yang menceritakan 
tentang buaya yang menegur saudaranya 
naga yang selalu membuat kerusakan di 
negerinya. 
”Melihat tingkah laku si Naga yang 
selalu menghambur-hamburkan harta 
kerajaan, maka si Buaya pun marah. 
Karena tidak bisa dinasehati maka si 
Buaya memarahi si Naga. Tetapi 
rupanya naga ini tidak mau mendengar. 
Pertengkaran itu berlanjut dan 
berkembang menjadi perkelahian. 
Prajurit kerajaan menjadi terbagi dua, 
sebagian memihak kepada Naga dan 
sebagian memihak pada Buaya. 
Perkelahian makin dahsyat sehingga 
memakan banyak korban.” 
 
Cerita tradisional di atas 
mengandung wacana penting bahwa 
toleransi penting dibangun di atas kesetaraan 
dan dialog, bukan egoism. Menarik untuk 
menyimak penjelasan Ripai (2014) yang 
menyatakan bahwa pentingnya kerukunan 
umat beragama, modus hubungan antar 
manusia di bumi ini hanya ada dua yakni 
konflik dan harmoni. Konflik dimotori oleh 
egoisme baik individu maupun kelompok 
yang berujung pada keengganan untuk 
berdialog. Dengan karakreristik egoisme, 
perilaku ini dapat mengerdilkan 
kemanusiaan sekaligus membuat 
kebudayaan menjadi statis. Individu atau 
kelompok menjadi menutup diri satu sama 
lain sehingga tidak dapat melihat sisi 
manusiawi individu atau kelompok lain. 
Yang lain hanya akan dicap sebagai musuh 
yang harus diwaspadai dan apabila perlu 
mereka harus dihancurkan. Sementara itu, 
pandangan berbasis harmoni berpikir 
sebaliknya, yakni bekerja dengan relasi 
resiprokal antar individu atau kelompok 
berbasis toleransi, kepercayaan dan harga 
diri yang menekankan kehormatan, bukan 
kekonyolan dan kehancuran sosial.  
Egoisme dan anti toleransi juga 
dapat memicu apa yang biasa disebut 
sebagai prasangka. Matulessy 
berpandangan, prasangka merupakan 
fenomena antar kelompok yang cenderung 
berkonotasi negatif. Biasanya prasangka 
dapat muncul dengan sebab adanya konflik 
atau kompetisi antar kelompok. Seringkali 
prasangka lahir dan merebak dalam 
kaitannya dengan stereotipe negatif pada 
kelompok lain atau stigma yang melekat dan 
diturunkan terus-menerus dalam kehidupan 
selanjutnya. Akhirnya, prasangka tersebut 
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terlihat sebagai dosa turun menurun yang 
selalu ditularkan dari satu generasi ke 
generasi yang lain. Prasangka menjadi 
mengkristal karena tidak pernah ada 
penyelesaian yang tuntas, serta prasangka 
yang tak kunjung selesai dapat mendorong 
terciptanya keinginan untuk melakukan 
diskriminasi dalam berbagai bidang 
kehidupan. Lebih lanjut dari situasi itu dapat 
saja terjadi konsep in-group dan out-group, 
yakni menganggap kelompok dan orang-
orang yang se-ide dan se-ideologi sebagai 
kelompok yang paling benar, dan sebaliknya 
orang lain yang tidak se-ide sebagai 
ancaman bagi diri dan kelompoknya.   
Dalam cerita tersebut juga 
diwacanakan tentang pentingnya 
memperhatikan tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh individu maupun kelompok 
dan dibalas dengan tidak kekerasan serupa 
atau lebih dari kelompok lain, maka dapat 
menimbulkan masalah yang lebih besar lagi 
sehingga terjadi kerugian dari kedua belah 
pihak, bahkan masyarakat dan bangsa pun 
mengalami penderitaan dalam jangka waktu 
yang tidak pendek. 
 “Dalam pelayarannya, Sang raja 
mempunyai firasat buruk. Maka ia pun 
mengubah haluan kapalnya untuk 
kembali ke kerajaanya. Betapa 
terkejutnya ia ketika menyaksikan 
bahwa putera kembarnya telah saling 
berperang. Dengan berang ia pun 
berkata, "Kalian telah menyia-nyiakan 
kepercayaanku. Dengan peperangan ini 
kalian sudah menyengsarakan rakyat. 
Untuk itu terimalah hukumanku. Buaya 
jadilah engkau buaya yang sebenarnya 
dan hidup di air. Karena kesalahanmu 
yang sedikit, maka engkau akan 
menetap di daerah ini. Tugasmu adalah 
menjaga Pulau Mintin. Sedangkan 
engkau naga jadilah engkau naga yang 
sebenarnya. Karena kesalahanmu yang 
besar engkau akan tinggal di sepanjang 
Sungai Kapuas. Tugasmu adalah 
menjaga agar Sungai Kapuas tidak 
ditumbuhi Cendawan Bantilung." 
 
Berdasarkan cerita tersebut di atas, 
dapat dianalisis wacana pentingnya 
memahami ancaman konflik sosial yang 
dapat merugikan masyarakat, serta perlunya 
terus memahami Indonesia sebagai negara 
dengan kemajemukan  di dalamnya yang 
telah tergambar jelas dalam 
struktur masyarakat yang heterogen. Dalam 
heterogenitas itulah kemajemukan dapat 
dipahami sebagai cerminan keberagaman 
suku, ras, agama, budaya, dan golongan.  
Menurut Wiguna (2014), secara alami 
keberagaman merupakan suatu hal yang 
dapat dikatakan sebagai warisan atau turun-
temurun dari para leluhur bangsa. 
Masyarakat ikut berperan dalam 
mengkonstruksi keberagaman, dalam makna 
bahwa masyarakat mempunyai peran dalam 
menjalani keberagaman yang dapat 
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mempengaruhi kemajemukan bangsa. 
Kemajemukan bangsa seharusnya 
didampingi dengan nilai-nilai toleransi, 
sekaligus memiliki potensi untuk dapat 
dinodai dengan adanya  streotip yang 
mencederai kemajemukan bangsa.   Contoh 
kasus, bila dalam suatu kelas 
terdapat mayoritas siswa beragama muslim 
dan minoritas beragama non-muslim. Jika 
yang beragama muslim sedang mengikuti 
pelajaran agama, maka siswa beragama non-
muslim diberikan toleransi untuk tidak 
mengikuti pelajaran agama tersebut dan 
begitu sebaliknya. Dalam konteks kehidupan 
masyarakat yang plural. Perbedaan harus 
dijadikan suatu keberagaman yang dilandasi 
toleransi. Pemahaman tentang toleransi 
itulah yang dapat mewujudkan 
integrasi sosial  masyarakat.  
Namun, dalam keidupan berbangsa 
dan bermasyarakat, Indonesia beberapa kali 
mengalami persoalan yang jelas dapat 
mengancam integrasi nasional, di mana 
semua itu dipicu kesadaran atas pemahaman 
keberagaman bangsa itu sendiri. Misalnya 
kasus  Negara Islam Indonesia (NII), 
Organisasi Papua Merdeka (OPM), 
Republik Maluku Selatan (RMS), serta 
pengibaran bendera Aceh Merdeka, 
merupakan beberapa wujud tindakan yang 
dapat mengancam integrasi nasional. 
Beberapa kasus mutakhir juga dapat 
ditunjukkan, misalnya menguatnya gerakan 
radikalisme dan ekstrimismer beragama 
yang menimbulkan ketegangan sosial, 
bahkan kerusakan sosial yang menimbulkan 
kerugian fisik. Bahkan, NKRI juga 
mendapat ancaman serius dari munculnya 
kelompok anti pancasila dan bercita-cita 
mendirikan Negara dengan ideology non 
pancasila yang berpusat di luar negeri, 
seperti khilafah islamiyah atau daulah 
islamiyah. Konflik-konflik seperti itu 
muncul disebabkan beberapa factor, antara 
lain adanya kepentingan politik dari tiap 
gerakan itu sendiri, kecemburuan sosial, 
solidaritas  kelompok lebih kuat daripada 
solidaritas kebangsaan, memungkinkan 
munculnya sikap yang mengarah 
disintegrasi nasional. Itulah sebabnya 
mengapa integrasi nasional bangsa ini 
sedang dalam ancaman. 
Konsep bangsa yang majemuk juga 
disalahartikan, yakni kesatuan yang 
seharusnya difasilitasi oleh sikap toleransi, 
malah diartikan sebagai fasilitas kepentingan 
dalam solidaritas kelompok. Akibatnya, 
pemaknaan atas keberagaman yang 
seharusnya disesuaikan dengan kondisi 
bangsa Indonesia yang multikultur, menjadi 
penghalalan atas tindakan penyeragaman 
bangsa Indonesia. Selain itu, seharusnya 
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dimaknai bahwa Indonesia negara yang 
terbagi atas suku bangsa, agama, ras, dan 
lainnya, menjadi suatu pemaknaan adanya 
pembagian wilayah Indonesia yang tidak 
berintegrasi dalam suatu kesatuan yang 
seragam. Pemikiran yang salah kaprah 
tersebut dapat menjadikan bangsa Indonesia 
menjadi bangsa yang seragam dan terpecah 
belah. Kasus gerakan Negara Islam 
Indonesia (NII) menjadi pelajaran berharga 
bahwa keinginan yang kuat untuk 
menjadikan negara Indonesia menjadi 
negara Islam, keinginan kuat itulah yang 
ingin menjadikan negara ini menjadi negara 
yang tadinya beranekaragam menjadi negara 
yang seragam. Gerakan separatis seperti 
OPM dan RMS juga merupakan dampak 
pemaknaan keliru.  
Salah satu wacana menarik dari 
cerita tradisional di atas adalah pentingnya 
penegakan hukum dalam menangani 
persoalan intoleransi yang dapat mengancam 
disintegrasi nasional. Menurut Tigor 
Naipospos (2014), kebebasan beragama dan 
berkeyakinan dijamin konstitusi, namun 
pelanggaran terhadap hak asasi itu masih 
terus terjadi. Pada tahun 2013 misalnya, 
berdasarkan pemantauan Setara Institute 
terdapat 222 peristiwa 
dan 292 tindakan pelanggaran kebebasan 
beragama dan berkeyakinan di 
Indonesia. Data tersebut dihimpun dari 
pemantauan di 10 provinsi. Pelanggaran 
tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat 
dengan 80 peristiwa, Jawa Timur 29, Jakarta 
20, Jawa Tengah 19, Sumatera Utara 15 dan 
Sulawesi Selatan 12. Di tingkat 
Kabupaten/Kota, pelanggaran tertinggi 
terjadi di kota Bekasi dengan 16 peristiwa, 
Kabupaten Tasikmalaya 13, Bandung dan 
Tangerang masing-masing 11 kasus. Dari 
292 bentuk pelanggaran 175 tindakan 
dilakukan aktor nonnegara yang diantaranya 
berbentuk sikap intoleransi, tuduhan sesat 
dan ancaman kekerasan. Dari jumlah itu 65 
tindakan dilakukan oleh kelompok intoleran 
dengan cara mengatasnamakan warga 
setempat menolak keberadaan penganut 
agama atau keyakinan tertentu yang tinggal 
di wilayah tersebut.  
Kelompok intoleran yang beraksi 
umumnya dapat diidentifikasi, tetapi ketika 
terjadi tindakan intoleran umumnya mereka 
kerap menanggalkan atribut organisasian 
dan seolah menjadi warga setempat, dengan 
tujuan terkesan kelompok intoleran bukan 
bagian dari kelompoknya atau terkesan 
menjadi bagian masyarakat mayoritas, 
padahal minoritas semata.  Pelanggaran 
dilakukan penyelenggara negara terdapat 
117 tindakan, diantaranya diskriminasi, 
pembiaran dan penyegelan tempat ibadah. 
        PRAKERTA, JANUARI 2019 
121 
 
Institusi pemerintahan paling banyak 
melakukan pelanggaran yakni Kepolisian 35 
tindakan, Satpol PP 18, Pemerintah 
Kabupaten 14 dan TNI 10, sedangkan 
Kementerian Agama, bupati dan camat 
masing-masing 6 tindakan.  Data tersebut 
menunjukan negara berperan langsung 
dalam melakukan pelanggaran kebebasan 
beragama dan berkeyakinan. Ditambahkan 
oleh Bonar, beragam pelanggaran itu 
menimpa kelompok minoritas yakni 
menimpa jemaah Ahmadiyah 59 peristiwa, 
umat Kristiani 48, aliran keagamaan 28 dan 
komunitas Syiah 23. Para pelaku menyasar 
tempat ibadah dengan modus menghentikan 
kegiatan keagamaan dan berkeyakinan 
dengan dalih tidak ada izin atau dituduh 
menyimpang. Pelanggaran dengan mudah 
ditiru kelompok intoleran daerah lain, sebab 
intoleransi menjadi serupa virus menyebar. 
Setara Institute juga mencatat pelanggaran 
atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, 
seperti di Bali tiga masjid tidak dapat 
digunakan kaum muslimin serta kasusnya 
telah ditangani Komnas HAM. 
 
PENUTUP 
  Cerita tradisional merupakan 
ekspresi perasaan dan pemikiran nenek 
moyang di masa lalu, yang mengandung 
wacana multikulturalisme dan semangat 
untuk menghargai keragaman masyarakat. 
Dengan memahami wacana tersebut, 
masyarakat mendapatkan pelajaran penting 
berupa perlunya saling menghargai, 
menghormati serta penegakan hukum 
nasional terhadap ancaman intoleransi dan 
disintegrasi bangsa. Cerita tradisional 
dengan kandungan multikulturalisme 
penting untuk menjadi bacaan alternatif bagi 
masyarakat khususnya generasi muda dan 
anak-anak agar mereka memahami jati diri 
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